
WALIKOTA BANJARMASIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN 
NOMOR C.; TAHUN 2019 

TENTANG 

PENETAPAN NAMA TIM DENGAN HONORARIUM 
DI LUAR STANDAR BIAYA MASUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

Menimbang : a. bahwa belanja pegawai pada belanja langsung dalam Pasal 
51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dipergunakan 
untuk pengeluaran honorarium/upah dalam 
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan 
daerah; 

b. bahwa dalam rangka pemberian honorarium diperlukan 
Penetapan Besaran Honorarium di Luar Standar Biaya 
Masukan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota 
tentang Penetapan Nama Tim Dengan Honorarium di Luar 
Standar Biaya Masukan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran. Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NAMA 
TIM DENGAN HONORARIUM DI LUAR STANDAR BIAYA 
MASUKAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut  APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan. 
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 
tanggal 31 Desember tahun berkenaan. 

2. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga 
satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan 
biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja 
dan Anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin. 

3. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada Pegawai 
Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 

BAB II 
Penetapan Nama Tim Yang Mendapat Besaran Honorarium 

Di Luar Standar.  Biaya Masukan 

Pasal 2 

Nama Tim yang mendapat besaran honorarium di luar Standar 
Biaya Masukan sebagai berikut: 
1. Tim Penyusunan KUA dan PPAS pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Banjarmasin. 
2. Tim Penyusunan Rancangan APBD pada Badan Keuangan 

Daerah Kota Banjarmasin. 
3. Tim Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. 
4. Tim Penyusunan Rancangan Perubahan APBD pada Badan 

Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. 



Pasal 3 

Besaran honorarium tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
akan diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota dan/atau 
Peraturan Walikota. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin. 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 
WALIKOTA BANJARMASIN, 

H. IBNU SINA 

Diundangkan di Banjarmasin 
pada tanggal 2 ,  * 2C 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

H. HAMLI KURSANI 

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 
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